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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan kinerja 

Dinas Perhubungan dalam penarikan retribusi baik yang hadapi oleh Dinas 

Perhubungan maupun juru parkir yang melakukan penarikan retribusi parkir di 

lapangan sehingga berpengaruh pula terhadap pendapatan daerah Kota Kupang. 

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pengelolaan Retriibusi Parkir 

dapat dilihat melalui: 

1. Produktivitas Dinas Perhubungan dalam Perencanaan Penerimaan 

Retribusi Parkir di Kota Kupang 

 Produktivitas dari pegawai Dinas Perhubungan belum dijalankan secara 

maksimal. Apalagi dengan pegawai yang masih kurang tepat waktu dalam 

melakukan pengawasan. Padahal perlu disadari bahwa ketepatan waktu 

sangat menentukan hasil pengelolaan retribusi parkir. Hal ini dapat 

ditunjukkan pada  hasil retribusi tahun 2019 hingga tahun 2020. Realisasi 

retribusi parkir di  jalan umum dan jalan khusus tahun 2019 tidak 

mencapai target.  Sedangkan pada tahun 2020, retribusi jalan umum 

mengalami penurunan dari target/perencanaan yang telah ditentukan 

sedangkan retribusi jalan khusus mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya. Hal ini tentunya bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti 

kurang produktivitas dari dinas perhubungan selaku pengawas dalam 

retribusi parkir. Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam 

penarikan retribusi ada beberapa yang telah dijalankan secara maksimal 

seperti melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD berkenaan(BKD, 

Bagian Hukum Kota Kupang), melakukan pansel secara professional dan 

menyiapkan data pengelola yang prestasi dan gagal. Sedangkan 

perencanaan yang belum maksimal dijalankan seperti  ; menyiapkan 
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pegawai terkait pelaksanaan pada parkir ditepi jalan umum dan parkir 

khusus, monitoring dan evaluasi karena keterbatasan anggaran dan sarana 

pendukung. Selain itu, adapaun faktor penghambat dalam penarikan 

retribusi diantaranya, pengelola sering lalai dalam melakukan penyetoran 

dan juru parkir sering mendapat tekanan dari pemuda setempat untuk 

meminta jatah setiap hari. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan daerah Kota Kupang sendiri seperti yang tertera dalam tabel 

5.1 diatas. Selain itu, Profesi juru parkir sebenarnya membantu pengendara 

dalam memarkirkan kendaraannya anak tetapi diantara pemilik kendaraan 

ada yang kurang bekerjasama dalam membayar parkir. 

2. Responsivitas Dinas Perhubungan dalam Penggerakan Penerimaan 

Retribusi Parkir di Kota Kupang 

Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan Kota Kupang terus 

berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan 

parkir yang aman dan nyaman. Dinas Perhubungan akan selalu terbuka 

dalam menanggapi segala kebutuhan dan keluhan masyarakat maupun 

pihak juru parkir. Apabila keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan 

dalam penarikan retribusi parkir maupun pelayanan dari juru parkir yang 

kurang baik maka akan ditindaklanjuti oleh Dinas terkait yaitu Dinas 

Perhubungan selaku pengawas dilapangan. Penggerakan Dinas 

Perhubungan Kota Kupang dalam Penarikan Retribusi Parkir seperti, 

Melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir yang 

dilakukan tiap satu kali dalam sebulan. Pengawasan ini dilakukan oleh tim 

patroli Dinas Perhubungan dengan terjun langsung ke lapangan dan 

melakukan pengecekan ke setiap kawasan yang ada, memberikan arahan 

kepada para petugas juru parkir agar menjalankan tugasnya dengan baik 

dan bertanggungjawab dengan tujuan untuk memperkecil kecurangan 

dalam penarikan retribusi, mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang 

dibuat oleh pemerintah dan memberikan peringatan yaitu berupa 

peringatan bagi yang melanggar dan melakukan kecurangan akan 

dikenakan sanksi, melakukan penertiban kepada para juru parkir yang 
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tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga 

menertibkan kawasan perpakiran tempat dimana mereka meraup 

keuntungan. Akan tetapi hal ini belum tentu dapat berjalan efektif 

dikarenakan  pengawasanyang dilakukan hanya sebulan sekali dilakukan, 

padahal dengan banyaknya masalah yang dihadapi dalam penarikan 

retribusi perlu dilakukan pengawasan yang lebih intens lagi karena hal ini 

sangat berpengaruh pula pada pendapatan yang terealisasi. 

3. Akuntabilitas Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Penerimaan 

Retribusi Parkir di Kota Kupang 

Akuntabilitas yaitu kebijakan dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan 

kehendak masyarakat dan kebijakan ini bersifat dapat 

dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun masyarakat. Bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah 

transparan terhadap atasan maupun masyarakat. pihak Dinas Perhubungan 

sudah bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya, akan tetapi pihak 

juru parkir sulit untuk diajak bekerjasama untuk lebih jujur dalam 

melakukan penarikan retribusi apabila sejak peristiwa covid-19 ini. Untuk 

itu, dalam merekrut juru parkir harus lebih selektif dan pengawasannya 

harus lebih intens dan rutin agar tidak terjadi kecurangan. Pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang,ada beberapa 

kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan 

pengawasan dilapangan seperti; keterbatasan anggaran, keterbatasan 

sarana prasarana, keterbatasan tenaga.  Adapaun masalah yang sering  

alami oleh juru parkir seperti masyarakat yang kurang biasa diajak untuk 

bekerjasama dalam membayar retribusi sehingga juru parkir hanya bisa 

memaafkan saja dan kadang juga mendapat tekanan dari pemuda setempat 

untuk meminta jatah. Padahal juru parkir juga bekerja dalam pengawasan 

Pemerintah. Selain itu, pengawasan yang hanya ddilaksankan sebulan 

sekali dirasa kurang efektif untuk mengatasi masalah kecurangan dalam 

penarikan retribusi. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis dapat 

memberikan saran yang penulis harapkan dapat berguna diantaranya: 

1. Pihak Dinas Perhubungan harus lebih intens dalam melakukan 

pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tindak 

kecurangan dalam penarikan retribusi dapat diminimalisir sebaik mungkin 

sehingga pendapatan daerah Kota Kupang dapat meningkat. 

2. Keterbatasan anggaran, tenaga dan sarana dan prasarana harus dipenuhi 

terlebih dahulu agar menunjang terlaksananya penarikan retribusi yang 

efektif. 

3. Pihak-pihak yang terkait baik itu UPTD Pengelola Parkir, kepolisian 

maupun bagian pengendalian harus tegas dan aktif berkoordinasi dalam 

menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan 

implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir, menindak tegas juru 

parkir liar dan menindak tegas masyarakat yang parkir secara sembarangan 

pada tempat larangan parkir. 

4. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya mengubah sistem pemungutan parkir 

dari sistem karcis ke sistem pemungutan elektronik karena manfaat yang 

bisa di dapat yaitu sistem perparkiran lebih aman, karena kendaraan yang 

masuk selalu terdata. Mengurangi antrian kendaraan, mudah dalam 

mengetahui pendapatan parkir, mudah dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi pengembangan area parkir karena lengkapnya data yang 

terkumpul. 
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